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  PUTUSAN   
Nomor 263/Pdt.G/2025/PN Skt. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 
Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara 

perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam 

perkara gugatan antara: 

RAHMADI TRIATMOJO, Laki laki, Lahir di Surakarta 01 Mei 1955, Pekerjaan 

Karyawan Swasta, Alamat Praon RT 007 RW 007 Kelurahan Nusukan, 

Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini 

memberikan Kuasa kepada AWOD, S.H., Dkk Advokat berkantor pada 

Kantor Firma Hukum ADA LAW FIRM, beralamat di Jalan Veteran No 206 B 

Kratonan, Serengan, Kota Surakart, berdasarkan surat kuasa khusus 

tertanggal 27 Oktober 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Surakarta Tanggal 03 Nopember 2025 Nomor 263,selanjutnya 

disebut  sebagai  Penggugat;  

 
Lawan: 

 
1. SUSANTO, pemilik usaha Bengkel Mobil BG Zan, Alamat  di Praon, RT 

008, RW 007, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota 

Surakarta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada  Krat.T. Priyanggo 

Trisaputro.JS. S.H. M.H. , Dkk Advokat & Konsultan Hukum berkantor 

pada Kantor LAW FIRM AJS & ASSOCIATES  Advocates And Counselor 

at Law beralamat  di Ruko  Harlin  Blok B.B Jalan Popda 

Nusukan,Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah Indonesia 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Nopember 2025. selanjutnya 

disebut sebagai Tergugat I; 

2. WALIKOTA SURAKARTA, Alamat Jenderal Sudirman No 2, Kelurahan 

Kampung Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. 

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada  Yeni Apriliawati, S.H, M.P.S. 

M.Eng Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Nopember 2025 

selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;  
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Kesemuanya disebut sebagai Para Tergugat 

  

              Pengadilan Negeri tersebut; 

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang 

bersangkutan; 

Setelah membaca eksepsi dari Para Tergugat. 

Setelah membaca Berita Acara Sidang perkara ini;  

 
TENTANG DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 

Oktober 2025  yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Surakarta pada tanggal 03 Nopember 2025 dalam Register Nomor 

263/Pdt.G/2025/PN Skt, telah mengajukan gugatan dan adapun dasar dan 

alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan 

Ganti Rugi terhadap PARA TERGUGAT adalah sebagai berikut: 

Adapun alasan-alasan diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan 

Ganti Rugi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bahwa Penggugat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 

Induk Kependudukan (NIK) : 3372050105550007 adalah Warga Negara 

Indonesia yang bertempat tinggal dan berdomisili di Praon, RT 007 RW 007, 

Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah; 

2. Bahwa Tergugat I adalah pemilik usaha bengkel bumper mobil BG Zan yang 

berlokasi usaha di Praon, RT 008 RW 007, Kelurahan Nusukan, Kecamatan 

Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dimana lokasi tersebut berjarak 

sekira + 5 (lima) meter dari rumah Penggugat (di depan rumah Penggugat); 

3. Bahwa dampak usaha Tergugat I tersebut yang beroperasi mulai sekitar awal 

tahu 2022 menimbulkan pencemaran lingkungan berupa Polusi Udara dan 

Suara dengan Kebisingan yang mengganggu kenyamanan Penggugat dan 

lingkungan hunian Penggugat, serta mengakibatkan gangguan terhadap 

kenyamanan tempat usaha Penggugat sehingga terpaksa harus tutup; 

4. Bahwa atas adanya Polusi (point 3) tersebut, Penggugat telah melakukan 

pengaduan ke Tergugat II yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Surakarta, untuk selanjutnya dilaksanakan mediasi yang hasilnya dituangkan 
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dalam berita acara pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 bertempat di 

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta, Jl. Menteri Supeno No. 10, 

Manahan, Bajarsari, Surakarta; 

5. Bahwa isi berita acara dalam mediasi tersebut adalah sebagai berikut ; 

a) Bahwa Pemilik Bengkel bersedia mengurangi kebisingan dan polusi 

udara yang dihasilkan dari kegiatan Pembuatan Bumper Mobil; 

b) Bahwa Teknik pengurangan kebisingan itu dengan dibuat ruang 

peredam/cara lain, Mohon tenggang waktu untuk proses menyiapkan 

lokalisir/membuat peredam dalam kegiatan tersebut dalam waktu paling 

lama 3 bulan terhitung mulai tanggal 16 Februari – 16 Mei 2023; 

c) Selama proses pembuatan ruang peredam akan ada Pendampingan dari 

tim DLH Kota Surakarta; 

d) Bahwa dalam jangka waktu 3 Bulan, DLH akan melakukan pemantauan, 

pengujian dan evaluasi di lokasi serta mengadakan mediasi ke 2. 

6. Bahwa setelah melewati batas waktu yang disepakati dalam mediasi, yakni 

selama paling lama 3 bulan terhitung mulai tanggal 16 Februari – 16 Mei 

2023, ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan hasil mediasi 

tersebut di atas, meskipun Penggugat sudah mengingatkan melalui surat 

peringatan; 

7. Bahwa Penggugat selaku Warga Negara Indonesia mempunyai hak atas 

kenyamanan tempat tinggal sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) 

UUD1945, yakni Negara menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera 

lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang 

baik dan sehat; 

8. Bahwa dalam ketentuan  Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyebutkan Pemanfaatan rumah 

dapat digunakan sebagai tempat usaha secara terbatas tanpa 

membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian, adapun yang 

dimaksud fungsi terbatas adalah kegiatan usaha yang diperkenankan dapat 

dikerjakan di rumah untuk mendukung terlaksananya fungsi hunian, 

kemudian kegiatan usaha yang tidak membahayakan fungsi hunian adalah 

kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan 

bencana yang dapat mengganggu atau menyebabkan kerugian, sementara 
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kegiatan usaha yang tidak mengganggu fungsi hunian yakni kegiatan yang 

tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, 

suhu/asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial; 

9. Bahwa pemanfaatan hunian atau rumah selain digunakan untuk fungsi 

hunian harus memastikan terpeliharanya lingkungan perumahan dan 

lingkungan hunian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 

2011; 

10. Bahwa adanya larangan kepada setiap orang melakukan pencemaran 

lingkungan sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja Pasal 22 

yang dikuatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2021 

mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan lingkungan hidup 

khususnya terkait persetujuan lingkungan; 

11. Bahwa oleh karenanya aktifitas usaha Tergugat I yang menyebabkan suara 

bising dan mengganggu lingkungan tempat tinggal, dan Tergugat II yang 

telah lalai melaksanakan tugas terkait lingkungan hidup, maka perbuatan 

Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum 

karena menimbulkan kerugian, berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata; 

12. Bahwa atas kejadian tersebut penggugat mengalami kerugian materiil dan 

immateriil  

Kerugian Materiil  

- Usaha Penggugat tutup karena tengganggu aktivitas usaha Tergugat I 

sehingga Penggugat mengalami kerugian karena menanggung 

penghasilan selama lebih dari 3 tahun senilai Rp 2.000.000,00 / bulan x 

3 tahun sejumlah Rp 72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah); 

- Menanggung biaya pengobatan dan perawatan keluarga akibat dampak 

polusi pencemaran udara dan kebisingan suara senilai Rp 

100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), yang dialami oleh cucu 

Penggugat yaitu saudari Rike Dara Puspita; 

Kerugian Immateriil 

- Penggugat mengalami trauma, yang apabila dinilai nominal uang sebesar 

Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah); 

13. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah menyebabkan kerugian 

Materiil dan Immateriil sebagaimana tersebut diatas, maka sudah sepatutnya 
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Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Materiil sebesar Rp 

172.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) dan kerugian 

immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) secara 

tanggung renteng Tunai dan Seketika kepada Penggugat; 

14. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I termasuk kategori Perbuatan 

Melawan Hukum yang menyebabkan kerugian, maka disamping dihukum 

ganti rugi juga mohon dihukum untuk melakukan penutupan tempat usaha 

Tergugat I secara sukarela atau apabila tidak bersedia mohon kepada Ketua 

Pengadilan Negeri Surakarta untuk upaya paksa penutupan melalui alat 

negara; 

15. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti autentik 

sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 180 HIR, maka mohon 

untuk dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit Voorbaar 

Bij Voorad) meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi. 

 

TUNTUTAN (PETITUM)  

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat dengan ini memohon 

kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Majelis Hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai 

berikut : 

PRIMAIR 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 

3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian dengan 

rincian sebagai berikut : 

Kerugian Materiil  

- Usaha Penggugat tutup karena tengganggu aktivitas usaha Tergugat I 

sehingga Penggugat mengalami kerugian karena menanggung 

penghasilan selama lebih dari 3 tahun senilai Rp 2.000.000,00 / bulan x 

3 tahun sejumlah Rp 72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah); 

- Menanggung biaya pengobatan dan perawatan keluarga akibat dampak 

polusi pencemaran udara dan kebisingan suara senilai Rp 
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100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang dialami oleh cucu Penggugat 

yaitu saudari Rike Dara Puspita; 

Kerugian Immaterill  

- Penggugat mengalami trauma, yang apabila dinilai nominal uang sebesar 

Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). 

4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian 

Penggugat sebesar ; 

Kerugian Materiil  

- Usaha Penggugat tutup karena tengganggu aktivitas usaha Tergugat I 

sehingga Penggugat mengalami kerugian karena menanggung 

penghasilan selama lebih dari 3 tahun senilai Rp 2.000.000,00 / bulan x 

3 tahun sejumlah Rp 72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah); 

- Menanggung biaya pengobatan dan perawatan keluarga akibat dampak 

polusi pencemaran udara dan kebisingan suara senilai Rp 

100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) yang dialami oleh cucu Penggugat 

yaitu saudari Rike Dara Puspita; 

Kerugian Immaterill  

- Penggugat mengalami trauma, yang apabila dinilai nominal uang sebesar 

Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah); 

5. Menghukum Tergugat I untuk menutup tempat usaha secara sukarela di 

tempat usaha yang berlokasi di Praon, RT 008 RW 007, Kelurahan Nusukan, 

Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, bila tidak bersedia 

mohon upaya paksa penutupan melalui alat negara; 

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari 

perkara ini; 

7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun 

ada upaya verzet, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali 

(uitvoerbaar bij Voorraad); 

SUBSIDAIR 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-

adilnya (ex aquo et bono).  
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            Menimbang bahwa terhadap Gugatan tersebut  Tergugat I mengajukan 

Jawaban sebagai berikut : 

DALAM EKSEPSI 

A. TENTANG TIDAK SAHNYA SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT 

01. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 27 Oktober 2025 yang 

dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan Perbuatan 

Melawan Hukum dengan Nomor Perkara 263/Pdt.G/2025/PN Skt di 

Pengadilan Negeri Surakarta tidak memenuhi syarat formil 

sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 2 Tahun 1959, yaitu: 

a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan 

di pengadilan; 

b. Menyebut kompetensi relatif; 

c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; 

d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek 

sengketa yang diperkarakan; 

02. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 27 Oktober 2025 

hanya menyebutkan pemberian kuasa secara umum yaitu Perbuatan 

Melawan Hukum dan Ganti Rugi, Surat Kuasa Khusus tidak 

menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek 

sengketa yang diperkarakan, sehingga tidak memenuhi salah satu 

syarat kuasa khusus yang sah sebagaimana ketentuan Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 huruf d; 

03. Bahwa syarat-syarat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 

Tahun 1959 bersifat kumulatif dan imperatif, sehingga apabila salah 

satu syarat tidak dipenuhi, maka Surat Kuasa Khusus tersebut harus 

dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk 

mewakili pihak berperkara di muka pengadilan. Dengan demikian 

Kuasa Hukum Penggugat patut dinyatakan tidak mempunyai 

kedudukan hukum (legal standing) untuk  mewakili Penggugat dalam 

mengajukan gugatan a quo sehingga sudah sepantasnya jika Gugatan 
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Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor Perkara 

263/Pdt.G/2025/PN Skt di Pengadilan Negeri Surakarta haruslah di 

tolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankeliikke 

Verklaard)  ; 

04. Bahwa dikarenakan  syarat-syarat dalam Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 1959 tidak terpenuhi maka sudah pasti didalam 

pengajuan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Nomor 

Perkara 263/Pdt.G/2025/PN Skt di Pengadilan Negeri Surakarta 

sudah pasti mengandung cacat formil atau obscuur lible sehingga 

gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeliikke Verklaard). 

B. GUGATAN PREMATUR 

01. Bahwa Tergugat I menyatakan keberatan terhadap gugatan 

Penggugat yang diajukan secara prematur, karena belum 

terpenuhinya persyaratan hukum yang diperlukan sebelum 

mengajukan gugatan ini. Tergugat I menegaskan bahwa gugatan yang 

diajukan Penggugat mengandung dalil dan tuntutan yang belum dapat 

dibuktikan dan belum ada dasar kerugian nyata yang dapat 

menimbulkan kewajiban hukum bagi Tergugat I; 

02. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat I menyatakan 

bahwa pengajuan gugatan sebelum adanya bukti konkret atau 

verifikasi resmi atas tuduhan yang diajukan merupakan pengajuan 

prematur. Tergugat I juga menegaskan bahwa seluruh kegiatan usaha 

yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, 

termasuk perizinan dan baku mutu lingkungan. Tidak terdapat 

kerugian materiil maupun immateriil yang terbukti secara hukum. Oleh 

karena itu, gugatan yang diajukan sebelum bukti dan persyaratan 

hukum terpenuhi tidak sah secara prosedur dan harus ditolak; 

 

C. GUGATAN TIDAK JELAS atau KABUR (Obscuur Libel) 

01. OBSCUUR LIBEL FUNDAMENTUM PETENDI 

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terang isinya atau 

isinya gelap (onduidlijk). Formulasi gugatan yang disampaikan tidak 

jelas karena dalam poin-poin di dalam posita gugatan tidak disebutkan 
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secara terang, jelas dan lengkap mengenai kejadian yang mendasari 

gugatan dan dasar hukumnya. Adapun ketidakjelasan uraian fakta dan 

dasar hukum tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut: 

01.1. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam ketentuan pasal 

8 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat dali-

dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan 

dasar serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamentum 

petendi); 

01.2. Fundamentum Petendi memuat dua unsur yaitu: a. Bagian yang 

menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa 

yang merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi, b. 

Bagian yang menguraikan tentang hukum, yang menjelaskan 

adanya hak atau hubungan yang menjadi dasar yuridis tuntutan; 

01.3. Bahwa menurut M.Yahya Harahap, S.H., posita Fundamentum 

Petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau 

peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapi 

tidak menjelasakan fakta (fetelijke ground), dalil gugatan seperti 

itu tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak 

jelas dan tidak tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie); 

02. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau OBSCUUR LIBEL 

dengan alasan sebagai berikut :  

02.1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatan a quo dianggap belum 

memenuhi kewajiban untuk menguraikan fakta hukum secara 

cukup dan tidak menjelaskan peristiwa secara jelas dan terang 

mengenai pencemaran lingkungan berupa Polusi Udara dan 

Suara dengan kebisingan yang mengganggu kenyamanan 

Penggugat dan lingkungan hunian Penggugat; 

02.2. Bahwa tidak ada satupun penjelasan pasal yang didalikan 

Penggugat dengan fakta dan peristiwa hukum yang dilakukan 

oleh Tergugat I, hal tersebut terjadi karena Penggugat tidak 

dapat menjelaskan hubungan dalam permasalahan a quo antara 

dasar hukum dengan faktanya, sehingga Penggugat hanya 
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memasukkan uraian tentang fakta dan uraian pasal yang 

diterapkan dalam keadaan terpisah; 

02.3. Selain itu, gugatan Penggugat tidak memuat penjelasan dan 

penegasan dasar hukum (rechtelijke grond) yang menjadi dasar 

hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (fetelijke 

grond) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud 

menjadikan gugatan tidak jelas (obscuur libel).  

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa gugatan Penggugat tidak 

memenuhi syarat formil suatu gugatan yang dikualifikasikan sebagai 

gugatan yang mengandung cacat formil, dengan kata lain gugatan 

Penggugat kabur; 

03. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dan tepat apabila 

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak 

gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan 

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O./Niet Ontvankelijke 

verklaard) dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I. 

 

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Kami Muliakan 

Panitera Pengganti Yang Kami Hormati 

Penggugat melalui Rekan Advokat Yang Kami Hormati 

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat I tersebut diatas mohon kepada Yang 

Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk berkenan memberikan 

putusan sela dengan amar sebagai berikut : 

01. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya; 

02. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya tidak 

dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard) ; 

03. Membebankan biaya perkara menurut hukum. 

 

DALAM POKOK PERKARA : 

01. Bahwa mohon apa yang telah Tergugat I sampaikan didalam eksepsi 

adalah satu bagian kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban ini; 

02. Bahwa pada pokoknya Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil Penggugat 

kecuali yang secara tegas diakui oleh diri Tergugat I; 
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03. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat di dalam posita gugatannya  

poin 1 (satu) dan 2 (dua) tidak perlu Tergugat I tanggapi; 

04. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3 yang menyatakan bahwa usaha 

Tergugat I telah menimbulkan pencemaran lingkungan berupa polusi udara 

dan kebisingan yang mengganggu kenyamanan Penggugat maupun 

lingkungan hunian Penggugat, serta mengakibatkan terganggunya usaha 

Penggugat hingga terpaksa ditutup, dengan tegas Tergugat I 

membantahnya, dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak benar, 

tidak berdasar, dan tidak didukung oleh fakta maupun bukti hukum yang 

sah. Faktanya, perlu Tergugat I sampaikan jika kegiatan usaha Tergugat I 

dijalankan secara wajar dan tidak melampaui batas toleransi lingkungan 

sebagaimana ketentuan yang berlaku. Tidak terdapat keberatan, keluhan, 

maupun pengaduan dari masyarakat sekitar atau tetangga lainnya yang 

berada di lingkungan usaha Tergugat I. Dengan demikian, klaim gangguan 

sebagaimana didalilkan Penggugat bersifat subjektif dan sepihak, karena 

hanya Penggugat sendiri yang merasa terganggu dan dirugikan, sementara 

pihak-pihak lain yang berada di sekitar lokasi tidak mengalami maupun 

merasakan gangguan sebagaimana yang dituduhkan; 

05. Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam posita gugatan poin 4, 5, dan 6 

mengenai adanya pengaduan Penggugat kepada Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Surakarta dan pelaksanaan mediasi, Tergugat I membenarkan telah 

dilaksanakannya mediasi tersebut. Namun demikian, perlu ditegaskan 

bahwa keikutsertaan Tergugat I dalam proses mediasi tersebut dilakukan 

dengan itikad baik, semata-mata untuk menjaga hubungan bertetangga 

yang harmonis serta menciptakan suasana lingkungan yang kondusif. 

Bahwa dalam proses mediasi yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Surakarta tersebut, telah dicapai kesepahaman dan solusi bersama 

(win-win solution) antara Penggugat dan Tergugat I, yang pada pokoknya 

mengatur langkah-langkah penyelesaian secara musyawarah guna 

meminimalisir potensi gangguan, tanpa adanya pengakuan kesalahan dari 

Tergugat I sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Bahwa dengan 

telah tercapainya solusi bersama tersebut, maka dalil Penggugat yang tetap 

mempersoalkan kembali hal yang sama melalui gugatan a quo 
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bertentangan dengan asas itikad baik dan asas penyelesaian sengketa 

secara musyawarah, sehingga patut untuk dikesampingkan; 

06. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 7, 8, 9, 10, Tergugat I 

menghormati hak Penggugat atas kenyamanan tempat tinggal dan 

lingkungan hidup yang baik sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun 

demikian, Tergugat I juga memiliki hak untuk menjalankan kegiatan usaha 

yang telah diatur dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan, 

termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Pemukiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja serta ketentuan peraturan terkait perizinan dan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. Dalam melaksanakan kegiatan usaha tersebut, Tergugat I telah 

mematuhi seluruh persyaratan hukum yang berlaku, sehingga kegiatan 

tersebut dilakukan secara sah dan tidak bertentangan dengan hak 

Penggugat. Berdasarkan prinsip keseimbangan hak dan kewajiban serta 

ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat I menyatakan bahwa haknya 

untuk berusaha telah dilaksanakan secara sah dan tidak bertentangan 

dengan hukum yang berlaku; 

07. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada poin 11, yang menyatakan 

bahwa aktivitas usaha Tergugat I menimbulkan suara bising dan 

mengganggu lingkungan tempat tinggal, Tergugat I menyatakan bahwa 

tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa berdasarkan 

Laporan Hasil Pengukuran Kebisingan Insitu yang dilakukan oleh 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta di lokasi usaha Tergugat I, 

khususnya di Rumah Penggugat, diketahui bahwa tingkat kebisingan yang 

dihasilkan oleh usaha Tergugat I telah memenuhi baku mutu kebisingan 

yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Penggugat telah 

berupaya beritikad baik dalam menjalankan kegiatan tempat usaha berupa 

bemper Mobil BG Zan dengan menutup tempat usaha secara rapat berupa 

pagar besi agar pencemaran udara dan kebisingan suara yang dihasilkan 

oleh tempat usaha tidak sampai keluar ke pemukiman masyarakat. Dengan 

demikian, tidak terdapat perbuatan yang melawan hukum, kerugian, atau 
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hubungan kausal yang menjadi unsur wajib dalam Pasal 1365 

KUHPerdata. Tuduhan Penggugat bersifat subjektif dan tidak didukung oleh 

bukti ilmiah atau pengukuran resmi, sehingga tidak dapat dijadikan dasar 

untuk menyatakan bahwa Tergugat I telah mengganggu lingkungan tempat 

tinggal Penggugat; 

08. Bahwa terkait posita Penggugat atas kerugian materiil dan immateriil pada 

dalil gugatan poin 12 dan 13, Tergugat I menyatakan bahwa dalil tersebut 

tidak berdasar dan tidak memenuhi unsur hukum. Sehubungan dengan 

kerugian materiil, Tergugat I menegaskan bahwa kegiatan usaha yang 

dijalankan telah mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan, 

termasuk perizinan dan batas baku mutu lingkungan, sehingga tidak 

menimbulkan kerugian yang nyata atau dapat diukur secara ekonomi 

terhadap Penggugat. Selanjutnya, terkait kerugian immateriil berupa trauma 

akibat dampak aktivitas usaha, Tergugat I menegaskan bahwa tuduhan 

tersebut bersifat subjektif dan tidak didukung bukti ilmiah. Berdasarkan 

Laporan Hasil Pengukuran Kebisingan Insitu oleh Dinas Lingkungan Hidup 

Kota Surakarta, tingkat kebisingan usaha Tergugat I berada dalam baku 

mutu yang ditetapkan dan tidak melebihi ambang batas yang dapat 

merugikan pihak lain. Selain itu, unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang menjadi dasar untuk menuntut ganti rugi, 

yaitu perbuatan melawan hukum, kerugian, dan hubungan kausal antara 

perbuatan dan kerugian tidak terpenuhi. Kegiatan usaha Tergugat I 

dilakukan secara sah dan sesuai hukum, sehingga tidak terdapat perbuatan 

yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau menimbulkan 

kerugian bagi Penggugat. Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat I 

menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi materiil maupun immateriil yang 

diajukan Penggugat tidak beralasan secara hukum dan seharusnya ditolak 

oleh Pengadilan; 

09. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada poin 14, yang meminta 

agar tempat usaha Tergugat I ditutup baik secara suka rela maupun melalui 

upaya paksa penutupan melalui alat Negara, Tergugat I menyatakan bahwa 

dalil tersebut tidak berdasar dan mengada-ada. Tindakan tersebut 

bertentangan dengan hak Tergugat I untuk berusaha, yang dijamin oleh 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

khususnya Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga negara 

memiliki hak untuk melakukan kegiatan ekonomi dan usaha sesuai 

peraturan perundang-undangan; 

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 15, yang memohon 

agar putusan pengadilan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada 

upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi, Tergugat I menyatakan 

bahwa permohonan tersebut tidak berdasar secara hukum. Pasal 196 

HIR dan Pasal 205 RBg serta ketentuan perundang-undangan lain 

mengatur bahwa putusan pengadilan yang belum memiliki kekuatan 

hukum tetap (inkracht van gewijsde) hanya dapat dilaksanakan apabila 

ada penetapan eksekusi atau ketentuan hukum yang mengizinkan 

pelaksanaan sementara, misalnya dalam hal putusan perdata yang 

bersifat tertentu dan memenuhi syarat; 

11. Bahwa setelah mencermati dalil –dalil gugatan Penggugat, Tergugat I 

berpendapat jika dalil – dalil Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat adalah 

termasuk dalil Penyalah gunaan Proses Peradilan (Abuse of Process), 

Pengadilan adalah tempat mencari keadilan, bukan alat untuk 

melampiaskan dendam atau kebencian. Untuk itu Majelis Hakim Pemeriksa 

Perkara  berwenang menolak gugatan yang terbukti menyalahgunakan 

proses peradilan untuk tujuan di luar penegakan hak hukum yang sah. 

 

DALAM REKONVENSI : 

01. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat I dalam Konvensi sebagaimana telah 

diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara, mohon 

diulang kembali dan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan serta menjadi bagian yang sah dalam Gugatan Rekonpensi ini; 

02. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pelaku usaha yang menjalankan 

kegiatan usahanya secara sah, berizin, serta telah memenuhi ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, yang antara 

lain dibuktikan dengan hasil pengukuran kebisingan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup Kota Surakarta yang menyatakan tingkat kebisingan berada dalam 

ambang batas baku mutu; 
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03. Bahwa meskipun demikian, Tergugat Rekonvensi secara terus-menerus 

telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak proporsional dan tidak 

berdasar hukum terhadap Penggugat Rekonvensi, antara lain :  

03.1. Melakukan pengaduan berulang-ulang kepada instansi pemerintah 

tanpa didukung fakta dan bukti hukum yang sah; 

03.2. Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan, 

padahal secara faktual dan teknis tidak terdapat pelanggaran hukum 

yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi; 

03.3. Menyebarkan persepsi negatif kepada lingkungan sekitar seolah-

olah usaha Penggugat Rekonvensi melanggar hukum dan 

mencemari lingkungan; 

04. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut telah melampaui batas 

kepatutan dalam penggunaan hak (misbruik van recht), karena dilakukan 

tanpa dasar fakta dan bukti yang kuat, serta tetap dipaksakan meskipun 

telah ada klarifikasi dan hasil pemeriksaan instansi berwenang yang 

menyatakan usaha Penggugat Rekonvensi tidak melanggar ketentuan 

hukum; 

05. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat 

Rekonvensi telah mengalami kerugian nyata, baik secara materiil maupun 

immateriil, antara lain berupa terganggunya aktivitas usaha, menurunnya 

produktivitas kerja, hilangnya waktu dan tenaga untuk menghadapi proses 

hukum, serta tekanan psikologis dan ketidaknyamanan dalam menjalani 

kehidupan sehari-hari ; 

06. Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonvensi yang secara berulang 

mengajukan pengaduan dan gugatan tanpa didukung dasar fakta dan bukti 

hukum yang memadai, Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian 

materiil yang nyata dan dapat diperhitungkan secara wajar sebagai berikut 

: 

06.1. Bahwa kerugian materiil tersebut timbul karena Penggugat 

Rekonvensi harus meluangkan waktu, tenaga, serta biaya untuk 

menghadapi proses klarifikasi, mediasi, dan proses persidangan, 

yang secara langsung mengganggu aktivitas usaha dan produktivitas 

kerja Penggugat Rekonvensi sebagai pelaku usaha harian; 
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06.2. Bahwa selama proses tersebut berlangsung, Penggugat Rekonvensi 

tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya secara optimal, 

sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan harian serta 

timbulnya biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan berkaitan 

langsung dengan perkara a quo; 

06.3. Bahwa berdasarkan perhitungan yang wajar dan proporsional, serta 

dengan memperhatikan lamanya waktu yang tersita dan 

terganggunya aktivitas usaha Penggugat Rekonvensi, kerugian 

materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi patut dan layak 

ditaksir secara ex aequo et bono sebesar Rp25.000.000,- (Dua 

Puluh lima juta rupiah); 

06.4. Bahwa oleh karena kerugian materiil tersebut merupakan akibat 

langsung dari tindakan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai 

ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Tergugat Rekonvensi wajib bertanggung jawab untuk mengganti 

kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonvensi; 

07. Bahwa selain menimbulkan kerugian materiil, tindakan Tergugat 

Rekonvensi juga telah menimbulkan kerugian immateriil yang nyata bagi 

Penggugat Rekonvensi, berupa tekanan psikologis, rasa tidak aman, serta 

terganggunya ketenangan hidup akibat adanya konflik hukum yang 

berkepanjangan dengan uaraian sebagai berikut: 

07.1. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai warga masyarakat yang 

menjalankan usaha secara sah telah merasa dirugikan secara moral 

dan batin, karena reputasi dan nama baiknya di lingkungan sekitar 

menjadi terganggu akibat tuduhan dan persepsi negatif yang timbul 

dari pengaduan serta gugatan yang diajukan oleh Tergugat 

Rekonvensi; 

07.2. Bahwa kondisi tersebut menimbulkan beban mental dan emosional 

bagi Penggugat Rekonvensi, termasuk rasa khawatir, 

ketidaknyamanan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar, 

serta terganggunya ketenangan hidup sehari-hari, yang secara 

hukum dapat dikualifikasikan sebagai kerugian immateriil; 
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07.3. Bahwa meskipun kerugian immateriil tidak dapat dihitung secara 

pasti dengan ukuran matematis, namun berdasarkan kepatutan, 

keadilan, serta praktik peradilan yang berlaku, Penggugat 

Rekonvensi memandang patut dan layak apabila kerugian immateriil 

tersebut dinilai secara ex aequo et bono sebesar Rp50.000.000,- 

(Lima puluh juta rupiah); 

07.4. Bahwa oleh karena kerugian immateriil tersebut merupakan akibat 

langsung dari perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melampaui 

batas kepatutan dalam menggunakan haknya, maka sesuai Pasal 

1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Tergugat 

Rekonvensi wajib dihukum untuk mengganti kerugian immateriil 

tersebut kepada Penggugat Rekonvensi; 

08. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut memenuhi unsur-unsur 

Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya perbuatan, 

kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian 

yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi oleh karena itu, demi kepastian 

hukum dan perlindungan terhadap hak-hak Penggugat Rekonvensi, sudah 

sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo mengabulkan Gugatan 

Rekonpensi ini untuk seluruhnya. 

 

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Kami Muliakan 

Panitera Pengganti Yang Kami Hormati 

Penggugat  melalui Rekan Advokat Yang Kami Hormati 

 

Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta pertimbangan-pertimbangan dalam Eksepsi 

Jawaban Tergugat I serta Gugatan Rekonpensi dalam Perkara Nomor: 

263/Pdt.G/2025/PN Skt yang diajukan oleh Penggugat, maka Tergugat I / 

Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus berkenan memeriksa dan memutus perkara 

sebagai berikut :  
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PRIMAIR 

DALAM EKSEPSI : 

01. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya; 

02. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya tidak 

dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard) ; 

03. Membebankan biaya perkara menurut hukum. 

 

DALAM KONVENSI : 

01. Menerima Seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya; 

02. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak tidaknya tidak 

dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard); 

03. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan hukum 

sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat; 

04. Membebankan biaya perkara menurut hukum. 

 

DALAM REKONVENSI 

01. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonvensi untuk 

seluruhnya; 

02. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang mengajukan 

pengaduan dan gugatan tanpa dasar fakta dan bukti hukum yang cukup 

merupakan Perbuatan Melawan Hukum; 

03. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil 

kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sebesar 

Rp25.000.000,- (Dua Puluh lima juta rupiah) yang timbul akibat 

terganggunya kegiatan usaha dan waktu kerja Penggugat Rekonvensi 

dalam menghadapi perkara a quo; 

04. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil 

kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus sebesar 

Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), sebagai kompensasi atas 

tekanan psikologis, rasa tidak nyaman, dan terganggunya ketenangan 

hidup Penggugat Rekonvensi; 
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05. Menyatakan bahwa kegiatan usaha Penggugat Rekonvensi adalah sah 

menurut hukum dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

06. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara 

yang timbul dalam perkara a quo. 

SUBSIDAIR : 

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus melalui 

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, 

mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  

 

Demikian Eksepsi, Jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi atas Gugatan 

Perbuatan Melawan Hukum dengan Perkara Nomor : 263/Pdt.G/2025/PN Skt di 

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas 1A Khusus yang diajukan oleh Penggugat 

kami ajukan dan sampaikan atas diterima dan dikabulkannya Eksepsi, Jawaban 

sekaligus Gugatan Rekonvensi ini kami sampaikan terima kasih. 

 

            Menimbang bahwa terhadap Gugatan tersebut  Tergugat II mengajukan 

Jawaban sebagai berikut : 

DALAM EKSEPSI 

1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Bahwa Gugatan Penggugat menggugat Wali Kota Surakarta sebagai 

Tergugat II (Bukan Turut Tergugat) sehingga Gugatan tersebut bukan 

merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dengan dasar sebagai berikut:  

a. Bahwa secara yuridis normatif, sengketa Perbuatan Melanggar 

Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige 

Overheidsdaad), merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan 

Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. 

Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan 

Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar 

Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige 

Overheidsdaad): 
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“Pasal 2 

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) 

merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. 

 

Pasal 11 

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang 

diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus 

menyatakan tidak berwenang mengadili.” 

 

b. Bahwa berdasarkan pada Pasal 134 HIR, Tergugat II mohon kepada 

Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan menyatakan diri tidak 

berkuasa dan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo melalui 

suatu Putusan Sela. 

c. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta, dan 

argumentasi tersebut di atas, terbukti peradilan yang berwenang 

secara absolut untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata 

Usaha Negara. Maka patut dan layak kiranya bagi Yang Terhormat 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta untuk menolak atau 

setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat 

diterima Niet Onvantkeleijke Verklaard (NO). 

 

2. Error In Persona 

a. Gugatan Salah Sasaran 

Bahwa Gugatan Penggugat kepada Tergugat II salah sasaran karena: 

1) Bahwa sesuai uraian dalam posita Penggugat angka 3 yang 

dianggap melakukan perbuatan melawan hukum menimbulkan 

pencemaran lingkungan berupa polusi udara dan suara dengan 

kebisingan adalah Tergugat I tanpa andil dari Tergugat II. 

2) Bahwa sesuai uraian dalam posita Penggugat angka 5 dan 

angka 6 yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum 
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berupa: “tidak melaksanakan hasil mediasi” adalah Kepala Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Surakarta, bukan Tergugat II. 

b. Plurium Litis Consortium (Gugatan Kurang Pihak) 

Bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sementara dalam posita 

Penggugat yang seharusnya melakukan hasil mediasi dan mewakili 

Tergugat II menerima pengaduan dari Penggugat adalah Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Surakarta. 

Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a dan huruf b di atas, dapat 

disimpulkan Gugatan Penggugat Error In Persona sehingga patut dan layak 

kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta 

untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat 

tidak dapat diterima Niet Onvantkeleijke Verklaard (NO). 

 

3. Obscuur Libel (Kabur) 

a. Bahwa dalam praktek peradilan untuk menyatakan gugatan jelas dan 

terang atau tidak kabur menggunakan pedoman Pasal 8 Reglement 

op de Rechtsvordering (RV) yang mendasarkan pada asas proses 

doelmatigheid (demi kepentingan beracara) yaitu gugatan memuat 

tentang identitas para pihak, dalil-dalil gugatan (posita) dan tuntutan 

(petitum), sehingga apabila surat gugatan Penggugat tidak terang 

atau isinya gelap (onduidelijk) akan menjadikan kabur (obscuur libel); 

b. Bahwa Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap karena tidak 

menjelaskan secara jelas dan terang perbuatan Tergugat II yang 

mengakibatkan kerugian (materiil dan immaterial) terhadap 

Penggugat serta dasar hukum yang menunjukkan perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan Tergugat II. 

 

DALAM POKOK PERKARA 

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil dari Penggugat, 

kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II; 

2. Bahwa sesuai dengan posita Penggugat angka 5, angka 6, dan petitum 

Penggugat angka 2 memohon agar Tergugat II dinyatakan melakukan 
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perbuatan melawan hukum sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh 

Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan posita Penggugat angka 5 dan 

angka 6 adalah Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara sesuai kewenangan 

yang dimiliki Pemerintah Daerah sehingga tidak ada hubungannya sama 

sekali dengan Perbuatan Melawan Hukum secara Perdata.  

3. Bahwa Tergugat II melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta telah 

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan, termasuk dalam menjamin ketentuan perizinan 

lingkungan dalam hal ini keberadaan dan operasional bengkel yang dikelola 

oleh tergugat I. 

4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran II huruf a Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau 

Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 

Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan 

Pemantauan Lingkungan Hidup, usaha bengkel bumper mobil BG Zan yang 

dikelola oleh Tergugat I termasuk dalam skala/besaran SPPL (bukan 

skala/besaran Amdal ataupun UKL/UPL) dengan luas lahan <1 ha dan luas 

bangunan <5.000m2. 

5. Bahwa berdasarkan system aplikasi RDTR Interaktif 

https://gistaru.atrbpn.go.id/rdtrinteraktif/ kawasan yang digunakan sebagai 

lokasi usaha Tergugat I diizinkan untuk usaha dan/atau kegiatan reparasi 

mobil serta industri mesin dan perkakas mesin untuk pengelasan yang 

menggunakan arus listrik sebagaimana izin usaha yang dimiliki oleh 

Tergugat I.   

6. Bahwa aduan Penggugat mengenai polusi udara dan kebisingan suara atas 

usaha Tergugat I telah ditindaklanjuti Dinas Lingkungan Hidup Kota 

Surakarta dengan mediasi dan menghasilkan kesepakatan untuk 

mengurangi polusi udara dan kebisingan suara dengan membuat peredam 

berupa sekat kayu oleh Tergugat I dan sudah ditingkatkan menjadi sekat 

pintu besi. 

7. Bahwa sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam mediasi di 

Pengadilan Negeri Surakarta, pada tanggal 22 Desember 2025 telah 
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dilakukan pengukuran kebisingan di tempat usaha Tergugat I dan rumah 

Penggugat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta atas perintah 

Tergugat II dengan hasil di bawah baku mutu pada lokasi rumah 

Penggugat.  

8. Bahwa usaha yang harus tutup akibat beroperasinya usaha Tergugat I tidak 

disebutkan secara jelas dalam posita angka 2 sehingga tidak dapat 

dijadikan dasar perhitungan kerugian sebagaimana dimohon dalam Petitum 

angka 3 dan angka 4. 

9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 

tanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1983, yang di antaranya: “Setiap 

tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang 

menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti 

rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut 

tidak jelas/tidak sempurna.” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik 

Indonesia tanggal 31 September 1983 Nomor 19K/Sip/1983, yang 

diantaranya: “Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut 

tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex factie, maka gugatan 

ganti rugi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.”;  

10. Bahwa sesuai yurisprudensi MA sebagaimana dimaksud angka 9 di atas, 

rincian ganti rugi yang disampaikan Penggugat tidak bisa menjadi dasar 

karena penghitungan kerugian materil akan tutupnya usaha penggugat 

tidak mencantumkan jenis usaha dan formulasi penghitungannya. 

 

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat II mohon dengan 

hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan 

memutuskan: 

 

DALAM EKSEPSI 

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat II; 

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 

 

DALAM POKOK PERKARA 
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- Menolak atau setidak-tindaknya tidak dapat diterima Gugatan Penggugat 

untuk seluruhnya; 

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara 

ini; 

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

 

           Menimbang bahwa terhadap Jawaban tersebut Penggugat mengajukan 

Replik tertanggal 19 Januari 2026 dan Tergugat  I dan Tergugat II mengajukan 

Duplik tertanggal 26 Januari 2026 masing-masing melalui sarana eletronik; 

            Menimbang  bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat   II 

telah mengajukan jawaban dan eksepsi mengenai kewenangan mengadili 

(kompetensi absolut) yang pada pokoknya keberatan Tergugat II berkaitan 

dengan kewenangan Pengadilan yang memeriksa perkara gugatan Penggugat 

atau berkaitan dengan” Kompetensi Absolut”. 

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR terhadap eksepsi 

mengenai Kompetensi Absolut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela 

tertanggal 3 Februari 2026 dengan amar sebagai berikut : 

1. Menolak eksepsi / tangkisan Tergugat  II tentang kewenangan mengadili;  

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan 

mengadili perkara Nomor 263/Pdt.G/2025/PN Skt.; 

3. Memerintahkan kepada Para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan 

perkara ini; 

4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai pada putusan akhi 

         Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat 

mengajukan bukti surat berupa: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk  sesuai dengan aslinya atas nama  

Rahmadi Triatmojo NIK, diberi tanda bukti P-1 ; 

2. Fotokopi Surat kuasa khusus sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti 

P-2; 

3. Fotokopi sesuai dengan  aslinya  KTP atas nama  Oktavia 

Rahmadani,Suprati, Sutiarti,Rike dara Pustipa dan Yanto Israhmanto 
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dan juga KK atas nam Yuli Rahmawatiu dan juga  atas nama  Rahmadi 

Triatmojo , diberi tanda bukti P-3; 

4. Foto dari printout tangkap layar HP, diberi tanda bukti P-4; 

5. Fotokopi dari fotokopi  surat Aduan lingkungan tanggal 16 Juli 2025, 

diberi tanda bukti P-6; 

6. Fotokopi dari fotokopi  surat Aduan lingkungan tanggal 11 Januari 2023, 

diberi tanda bukti P-7; 

7. Fotokopi dari fotokopi  Berita acara Mediasi, diberi tanda bukti P-8; 

8. Fotokopi dari fotokopi  Somasi  tanggal 16 Oktober 2025, diberi tanda 

bukti P-9; 

9. Fotokopi dari printout  kartu kontrol, diberi tanda bukti P-10; 

10. Fotokopi dari aslinya  kartu  obat rawat jalan atas nama Rike dara 

Puspita, diberi tanda bukti P-11; 

11. Surat asli laporan Hasil  Pengukuran kebisingan insitu di Lokasi 

Bengkel Bumper mobil,diberitanda bukti P-12; 

12. Fotokopi Flashdisk tentang rekaman dari kegiatan bengkel tersebut, 

diberi tanda bukti P-13; 

13. fotokopi sesuai dengan asli   Fotokopi Undangan Rapat Kelurahan  , 

diberi tanda bukti P-14; 

14. Fotokopi sesuai dengan  aslinya  Kartu Obat Rawat Jalan atas nama 

Rike Dara Puspita, diberi tanda bukti P-15; 

15. Fotokopi sesuai dengan  aslinya Fotokopi Kwitansi Pembayaran 

Pengobatan , diberi tanda bukti P-16. 

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan, pada 

pokoknya sebagai berikut: 

1. Saksi Fendra Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 

sebagai berikut :  

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat 

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat. 

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II 
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- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat ini, kami  kenal sejak 

kami bekerja di Jasa Angkut. 

- Bahwa saksi membenarkan saat saksi pada tanggal 30 September 

2025.sedang main kerumah Penggugat untuk silaturohmi pada siang 

hari, lalu Penggugat meminta tolong pada saksi untuk memvidiokan 

tentang bengkel yang sedang beraktifitas yang sangat bising tersebut. 

- Bahwa keluarga Pemohon terutamanya cucunya punya masalah sakit  

jiwa. 

- Bahwa saksi  beberapa kali berkunjung kerumah Penggugat dalam 

rangka  silahturohmi. 

- Bahwa suatu waktu itu saksi main kerumah Penggugat  kesana sore, dan 

waktu itu bengkel masih beroperasi,dan saat  bengkel  operasi  kita yang 

sedang berbicara sama Penggugat pun terganggu karena sangat bising. 

- Bahwa kalau siang saksi tidak tahu, waktu saksi kesana sore masih 

buka. 

- Bahwa saksi memvidiokan itu atas perintah Penggugat dari rumah 

Penggugat. 

- Bahwa saksi bukan wartawan. 

- Bahwa saksi saat memvidiokan kegiatan bengkel Tergugat tidak minta 

ijin pada Tergugat. 

- Bahwa saksi tidak tahu apakah usaha Tergugat tersebut telah mendapat 

ijin dari lingkungan karena saksi bukan warga disini. 

- Bahwa saksi dimintai tolong sama Penggugat sewaktu saksi main 

kerumah Penggugat, dan kerena Penggugat tidak punya HP yang 

Android sehingga minta tolong ke saksi. 

- Bahwa disuatu sore saat saksi sedang ngobrol sama Penggugat di dalam 

rumah Penggugat, dan waktu itu bengkel sedang bekerja suaranya 

sangat bising dan mengganggu sehingga saksi kalau ngomong harus 

berdekatan dengan Penggugat. 

- Bahwa setahu saksi jarak antara bengkel dengan rumah Penggugat 

sekitar 4(empat) meter. 

- Bahwa bengkel tersebut berada didepan rumah Penggugat. 
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- Bahwa pernah suatu hari pada saat siang hari saksi main kerumah 

Penggugat, saksi mendengar suara mesin dari bengkel sangat bising 

dan mengganggu. 

- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, bengkel itu  bekerja kadang 

sampai malam hari, tapi sewaktu saksi main kerumah Penggugat, pas 

datang waktu solat Magrib bengkel masih bekerja. 

- Bahwa menaurut saksi berdasarkan penilaian secara objektif suara dari 

bengkel amat mengganggu.  

- Bahwa setahu saksi kalau malam bengkel tersebut tidak ada 

jeda/berhenti. 

- Bahwa kalau siang setahu saksi ada jeda 1(satu) jam untuk ishoma 

- Bahwa setahu saksi itu bengkel bamper mobil 

- Bahwa sampai saat ini saksi belum pernah masuk ke dalam bengkel 

tersebut saksi tidak tahu. 

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah pernah dilakukan mediasi 

antara Penggugat dan Tergugat I. 

- Bahwa menurut keterangan dari pak Hadi (Penggugat) bahwa telah di 

mediasi di tingkat Kelurahan tapi gagal 

- Bahwa pada tanggal 30 September 2025 saat saksi silaturahmi kerumah 

Penggugat atas perintah Penggugat telah mengambil video situasi 

bengkel saat buka. 

- Bahwa menurut saksi kalau keadaan normal saat kita berbicara di rumah 

Penggugat merasa terganggu. 

- Bahwa saksi kesana terakhir bulan kemarin.dan setahu saksi para 

tetangga takut dan mendiamkan untuk cari amannya. 

2. Saksi Agung Wahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 

sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat tetapi dengan Tergugat tidak kenal. 

- Bahwa saat ini saksi mengontrak rumah di daerah Nayu, Nusukan, Kecamatan  

  Banjarsari Kota Surakarta. 

- Bahwa saksi pernah tinggal  di rumah pak Rahmadi (Penggugat) sekitar 2 (dua) 

tahun dari tahun 2010 sampai 2012 
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- Bahwa saksi tinggal dirumah Penggugat saat saksi masih sebagai menantu 

Penggugat kemudian saksi di gugat cerai sama istri saksi (anak Penggugat). 

- Bahwa saksi meninggalkan rumah Penggugat tahun 2012. 

- Bahwa meskipun sudah bercerai dengan anak Penggugat saksi masih menjalin 

silaturohmi dengan Penggugat saksi sering datang kerumah Penggugat dan 

sering bertemu dengan Penggugat. 

- Bahwa saat saksi kerumah Penggugat biasanya saksi bertemu dengan anak 

saksi, kadang bertemu dengan Penggugat dan Istri Penggugat. 

- Bahwa saksi kerumah Penggugat kadang 1(satu) minggu sekali, kadang bisa 3 

(tiga) kali dalam seminggu, saksi kerumah Penggugat  untuk menemui anak 

saksi, menengok  anak saksi dan kadang untuk mengantarkan berobat anak 

saksi. 

- Bahwa setiap saksi datang ke rumah Penggugat  tentu ada pembicaraan 

tentang Bengkel yang ada di depan rumah Penggugat  dan ada juga  cerita 

tentang mediasi dengan pemilik bengkel yang deadlock (gagal). 

- Bahwa setahu saksi Bengkel itu adalah bengkel bemper mobil. 

- Bahwa setahu saksi Bengkel tersebut sudah ada 3(tiga) sampai 4(empat) 

tahun. 

- Bahwa menurut saksi kehidupan Penggugat kurang harmonis sejak ada 

masalah tentang suara bising dari Bengkel. 

- Bahwa sejujurnya anak saksi sakit sebelum Tergugat mendirikan Bengkel 

tersebut. 

- Bahwa saat saksi konsultasi dengan dokter, katanya untuk anak saksi bisa 

sembuh harus dalam keadaan kondusip,rumah harus dalam keadaan tenang 

serta anggota keluarga yang lain tidak boleh marah-marah/memarahi anak .  

- Bahwa menurut saksi dengan adanya Bengkel anak saksi menjadi sering sakit 

dan sering marah, kadang terus marah dan bertengkar dengan 

mbahnya.(kakeknya), Bahkan sampai anak saksi di suruh tinggal di kamar 

belakang agar tidak terganggu, tetapi  kalau bengkel buka suara yang 

ditimbulkan  mengganggu penghuni rumah. 

- Bahwa untuk mencari ketenangan kadang saksi diminta anak saksi mengantar 

ke perpustakaan setiap hari mencari tempat yang tenang, dikarenakan saat itu 

anak mau tes CPNS 
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- Bahwa setahu saksi  bengkel itu punya Tergugat (pak Susanto). 

- Bahwa saksi tidak pernah diajak ngobrol untuk membicarakan masalah bengkel 

tersebut. 

- Bahwa setahu saksi saat saksi masih bertempat tinggal dirumah Penggugat, 

Tergugat sudah bertempat tinggal disana. 

- Bahwa saat itu rumah Tergugat dalam keadaan terbuka belum dipagar seperti 

sekarang ini dan waktu itu belum membuka Bengkel di rumah 

- Bahwa setahu saksi jarak antara rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 

4(empat) meter berhadapan. 

- Bahwa saat itu Penggugat bekerja sebagai sopir mobil jasa charteran, 

sedangkan istri Penggugat membuka toko kelontong 

- Bahwa setahu saksi sampai saat masih buka toko kelontong tersebut. 

- Bahwa sekarang ini rumah Tergugat yang juga di jadikan bengkel sudah ada 

tutupnya tapi hanya setengah saja, dan kalau ada mobil masuk  hanya bisa di 

tutup sebagian sehingga suara bising dari Bengkel dengar keluar dan amat 

mengganggu. 

- Bahwa setahu saksi milik Tergugat adalah Bengkel bemper mobil dan suara 

gerenda yang  berasal dari Bengkel milik Tergugat membuat bising. 

- Bahwa setahu saksi dari rumah Penggugat tidak tercium aroma cat dan dempul 

yang keluar dari Bengkel milik Tergugat. 

- Bahwa kalau untuk polusi debu saksi tidak memperhatikan 

- Bahwa anak saksi ada 2 (dua) orang yang satu sudah kuliah dan yang satu lagi 

yang sakit tersebu 

- Bahwa saksi terakhir kesana tadi pagi sebelum ke Pengadilan, dan seminggu 

yang lalu ada momen Lebaran saksi juga kesana. 

- Bahwa saksi mengantar anak saksi berobat waktu itu 1(satu) minggu sekali, lalu 

setelah agak baik lalu 1(satu) bulan 1(satu) kali. 

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat mulai membuka Bengkel.  

- Bahwa setahu saksi dahulu rumah Tergugat di belakang di jadikan kos-kosan. 

- Bahwa setahu saksi, dulu awalnya Tergugat bekerja sama dengan anak 

Penggugat membuka bengkel di pinggir jalan, lalu Tergugat keluar dan 

membuka bengkel di rumahnya sendiri, sedangkan anak Penggugat  

bengkelnya masih berjalan. 
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- Bahwa biasanya saksi datang kerumah Penggugat sekitar pukul 4 sampai pukul 

7 sore setelah pulang kerja (habis jualan) 

- Bahwa setahu masalah antara Penggugat dan Tergugat pernah ada mediasi 

kabarnya tetapi mediasi tersebut gagal. 

- Bahwa setahu saksi Bengkel Tergugat ada ijinnya dan para tetangga 

mendukung. 

- Bahwa setahu saksi tujuan mediasi dari Penggugat, agar  bengkel  itu di tutup. 

- Bahwa menurut saksi apabila bengkel dalam keadaan ada penutupnya suara 

bising yang ada dibengkel bisa agak diredam dan tidak mengganggu tetangga. 

- Bahwaa saksi keluar dari rumah Penggugat pada tahun 2012 setelah bercerai 

dengan anak Penggugat. 

- Bahwa setahu saksi setelah bengkel ada, kondisi anak saksi lebih terperamen 

(lebih buruk, sering banting-banting barang) dan ribut sama mbahnya. 

- Bahwa setahu saksi sebelum ada Bengkel milik Tergugat kalau dulu  anak saksi 

marah tapi diem. 

- Bahwa saksi mengakui sampai saat ini belum mampu untuk merawat anak 

tersebut, dan saksi merasa lebih senang apabila anak yang sakit tersebut 

tinggal di rumah Penggugat bersama dengan ibunya. 

          Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, Tergugat I 

mengajukan bukti tertulis sebagai berikut : 

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk  sesuai dengan aslinya atas 

nama  Susanto NIK 3372051306840002, diberi tanda bukti TI-1 ; 

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya  NPWP atas nama Susanto Nomor 

3372051316840002, diberi tanda bukti TI-2 ; 

3. Fotokopi sesuai dengan  aslinya  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor 

Induk Berusaha: 0702220031315, diterbitkan di Jakarta, tanggal 7 Februari 

2022, diberi tanda bukti TI-3 ; 

4. Fotokopi sesuai dengan  aslinya  Perubahan ke-1, tanggal 17 November 2025. 

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0702220031315, 

diterbitkan di Jakarta, tanggal 7 Februari 2022 , diberi tanda bukti TI-4 ; 

5. Fotokopi sesuai dengan  aslinya  KTP Surat Pernyataan Penapisan Izin 

Lingkungan, tertanggal 17 November 2025 , diberi tanda bukti TI-5 ; 
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6. Fotokopi sesuai dengan  aslinya  Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan 

Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 17112510213372012, 

diberi tanda bukti TI-6 ; 

7. Fotokopi sesuai dengan  aslinya Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan 

dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), terbit 17 November 2025, diberi 

tanda bukti TI-7 ; 

8. Fotokopi sesuai dengan  aslinya Surat permohonan dukungan dari warga 

Praon RT.007 dan RT.008/ RW.008 Nusukan, Banjarsari, Kota Surakarta, 

diberi tanda bukti TI-8 ; 

9. Fotokopi sesuai dengan  aslinya  Tanda tangan dukungan warga RT.007 dan 

RT.008 untuk berdirinya bengkel bemper mobil, diberi tanda bukti TI-9 ; 

10. Fotokopi sesuai dengan  salinan  Laporan Hasil Pengukuran Kebisingan insitu 

di Lokasi Bengkel Bumper Mobil, diberi tanda bukti TI-10 ; 

      Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Tergugat I juga 

menghadirkan saksi sebagai berikut: 

1.Saksi Heri Nur Cahyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan 

sebagai berikut : 

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat. 

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat. 

- Bahwa saksi sebagai Ketua  RT 08  RW.07 di Kelurahan Nusukan tersebut. 

- Bahwa setahu saksi ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat  I 

tentang bengkel milik Tergugat I. 

- Bahwa setahu saksi permasalahan sudah lama,tentang kebisingan dan dari 

tetangga kanan kiri tidak mempermasalahkan kecuali pak Rohmadi 

(Penggugat).  

- Bahwa setahu saksi Bengkel tersebut adalah usaha Tergugat. 

- Bahwa setahu saksi Bengkel itu sudah beroperasi selama  2(dua) sampai 

3(tiga) tahun. 

- Bahwa setahu saksi dari lingkungan dulu pernah memediasi Penggugat dan 

Tergugat di Kelurahan pada tahun 2024 tetapi mediasi tersebut gagal. 

- Bahwa setahu saksi sebelum Bengkel buka cucu Penggugat sudah sakit 

depresi sejak dulu. 
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- Bahwa saat terjadi mediasi antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak 

mengikutinya.  

- Bahwa saat ditunjukkan bukti berupa sebuah surat  bertanda T-8 saksi 

menyatakan di dalam surat tersebut saksi belum menjabat Ketua RT, saksi 

penerus Ketua RT yang baru. 

- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat sekitar 50 (lima puluh) meter. 

- Bahwa dahulu ada usaha buka warung, tapi sudah tutup 

- Bahwa setahu saksi Bengkel Tergugat berada diwilayah RT 08. 

- Bahwa Penggugat  berada di RT.007 sedangkan Tergugat berada di 

RT.008. 

- Bahwa saksi tidak tanda tangan, tapi istri saksi ikut tandatangan karena 

saat itu ada di rumah. 

- Bahwa setahu saksi meskipun mediasi gagal tetapi Bengkel milik Tergugat 

mulai ditutup rapat. 

- Bahwa saksi menjadi RT pada bulan Januari 2026 

- Bahwa selama saksi menjadi RT belum pernah ada aduan terhadap 

keberadaan Bengkel Tergugat. 

- Bahwa setahu saksi dilokasi Bengkel tersebut ada 3 warga yang menghuni. 

- Bahwa setahu saksi 3 (tiga)warga tersebut mempunyai pekerjaan yang 

berbeda beda. 

- Bahwa setahu saksi usaha yang ada dilokasi Bengkel hanya Bengkel itu 

saja. 

- Bahwa setahu saksi ada juga rumah kakak Tergugat juga membuka kos-

kosan di belakang Bengkel tersebut. 

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada berapa kamar kost milik kakak Tergugat. 

- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah 

adanya kebisingan yang ditimbulkan usaha Bemper di Bengkel Tergugat. 

- Bahwa terhadap bukti surat bertanda P-6 (berupa surat pengaduan) saksi 

menyatakan tidak mengetahuinya. 

- Bahwa setahu saksi pokok bahasan dalam mediasi adalah adanya keluhan 

sakit yang dialami oleh cucu Penggugat. 

- Bahwa setahu saksi bising oleh suara alat gerenda, kalau mengecat tidak 

ada berisik,kalau debu saksi kurang tahu, dan Bengkel tersebut setahu 
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saksi telah ditutup, sedangkan warung kelontong yang merupakan usaha 

dari istri Penggugat juga sudah tutup. 

2.Saksi Irham Muslifat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai 

berikut :  

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat 

- Bahwa saksi kenal karena saksi tetangga pak Susanto 

- Bahwa saksi mengenal namanya Walikota Surakarta. 

- Bahwa setahu sakai ada masalah bisnis, masalah kerja sama, masalah 

pekerjaan yang sama. 

- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat kerja bareng sama anak Penggugat lalu 

pecah. 

- Bahwa setahu saksi masalah antara Penggugat dan Tergugat I adalah 

persaingan bisnis, bisnis Bemper. 

- Bahwa setahu saksi Bengkel biasanya mulai kerja jam 09.00 WIB sampai 

siang sekitar pukul 12.00 WIB lalu istirahat 1 jam mulai lagi jam 13.00 WIB 

sampai jam 16.00 WIB. 

- Bahwa saksi mempunyai rumah yang berada timur rumah Penggugat. 

- Bahwa menurut saksi suara bising yang keluar dari Bengkel milik Tergugat 

tidak mengganggu. 

- Bahwa saksi juga membuka usaha  tambal ban.bahkan suara diesel saksi 

lebih berisik dari suara alat gerenda yang ada bengkel Penggugat.dan di 

bandingkan dengan suara TV saksi lebih berisik suara TV saksi. 

- Bahwa setahu saksi Bengkel itu ada sejak 4(empat) sampai 5(lima) tahun 

yang lalu, setelah Covid. 

- Bahwa setahu saksi Bengkel itu sekarang sudah dalam keadaan ditutup, 

sudah sekitar 2(dua) sampai 3(tiga) tahunan. 

- Bahwa setahu saksi alasan ditutupnya Bengkel milik Tergugat karena 

Penggugat merasa terganggu dengan kebisingan Bengkel milik Tergugat. 

- Bahwa setahu saksi pernah ada yang  datang dan mengadakan 

rembukan/Mediasi di depan rumah  pak Rohmadi 

- Bahwa mediasi saat itu resmi atau tidak saksi tidak mengetahuinya. 
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       Menimbang  bahwa untuk mendukung bantahannya Tergugat II mengajukan 

bukti bukti surat. 

       Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa  bukti surat 

Tergugat II tersebut dan dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:  

1. Fotokopi dari fotokopi Perihal Aduan lingkungan  kepada Kepala dinas 

Lingkungan Hidup Kota Surakarta , diberi tanda bukti TII-1 ; 

2. Fotokopi sesuai dengan TTE  surat perintah, diberi tanda bukti TII-2 ; 

3. Fotokopi sesuai dengan  aslinya  Undangan Rakor terkait aduan Masyarakat 

, tanggal 6 Februari 2023, diberi tanda bukti TII-3 ; 

4. Fotokopi  dari fotokopi  berita acara pengaduan  dan Penyelesaian sengketa 

Lingkungan Hidup nomor 1247/LH.04/11/2023 tanggal 10 Februari 2023,  

diberi tanda bukti TII-4. 

5. Fotokopi  dari fotokopi  Dokumentasi  Verifikasi lapangan terkait Aduan 

Pencemaran udara  dan kebisingan, diberi tanda bukti TII-5 ; 

6. Fotokopi dari  sistem  tentang perizinan perusahaan berbasis Risiko nomor 

0702220031315, diberi tanda bukti TII-6 ; 

7. Fotokopi dari fotokopi aduan lingkungan  kepada Walikota Surakarta  tanggal 

16 Juli 2025, diberi tanda bukti TII-7 ; 

8. Fotokopi dari fotokopi  laporan  tanggal 20 Juli 2025, diberi tanda bukti TII-8 ; 

9. Fotokopi  dari fotokopi  Undangan rapat Koordinasi terkait aduan Masyarakat 

nomor 1896/LH.16.00/III/2023 tanggal 03 Maret 2023,  diberi tanda bukti TII-9 

10. Fotokopi sesuai dengan  aslinya  Laporan Hasil Pengukuran Kebisingan insitu 

di Lokasi Bengkel Bumper Mobil, diberi tanda bukti TII-10 ; 

          Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat II menyatakan tidak akan 

mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu; 

        Menimbang bahwa kemudian para pihak  telah mengajukan Kesimpulannya 

masing-masing;’Menimbang bahwa selanjutnya, para pihak menyatakan tidak 

ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan; 

         Menimbang bahwa untuk mempersingkat Putusan, segala sesuatu yang 

termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi 

bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;  



Hal. 35 dari 44 hal. Putusan Nomor 263/Pdt.G/2025/PN Skt 
 

 

      TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

DALAM KONPENSI 

Dalam Eksepsi 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II mengajukan eksepsi 

mengenai kewenangan mengadil (kompetensi Absolut) maka Majelis telah 

menjatuhkan putusan sela atas eksepsi kewenangan mengadili yang amarnya 

sebagai berikut: 

1. Menolak eksepsi Tergugat II 

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta berwenang mengadili 

perkara gugatan Nomor 263/Pdt.G/2025/PN. Skt; 

3. Memerintahkan pemeriksaa perkara dilanjutkan; 

4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir; 

             Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan 

Eksepsi atas Gugatan perihal :  

A. Tentang Tidak Sahnya Surat Kuasa Khusus Penggugat 

B. Gugatan Prematur 

C. Gugatan Tidak Jelas/Kabur 

D. Gugatan PMH oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan 

merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (Kompetensi 

Absolut) 

E. Gugatan Error In Persona 

 

     A.   Gugatan tentang Tidak Sahnya Surat Kuasa Khusus Penggugat 

            Menimbang bahwa atas dalil eksepsi tentang tidak sahnya Surat Kuasa  

Khusus Penggugat, Penggugat membantah dengan dalil sebagai berikut :               

            Menimbang, bahwa kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung 

Nomor 1158k/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1974 adalah Surat Kuasa yang 

diajukan oleh Penggugat dipersidangan, meskipun isinya tidak lengkap, namun 

dapat diterima oleh  Majelis Hakim, karena Surat Kuasa tersebut isinya menunjuk 

kepada surat gugatan yang sudah jelas siapa Penggugat, siapa Tergugatnya 
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serta apa yang menjadi objek sengketanya di Pengadilan. Surat Kuasa tersebut 

sudah memenuhi ketentuan pasal 123 HIR; 

    B.  Gugatan Prematur : 

              Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat membantah, 

gugatan tidak prematur dikarenakan diajukannya gugatan setelah upaya non 

litigasi gagal.  

               Menimbang bahwa mengenai eksepsi gugatan kabur Penggugat 

membantah dikarenakan gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 8 Rv yaitu ” 

jelas, tegas dan rinci. 

               Menimbang bahwa terhadap dalil Tergugat I tentang eksepsi prematur 

Majelis Hakim berpendapat bahwasanya gugatan ini muncul setelah melalui 

proses penyelesaian diluar Pengadilan (non litigasi) dikarenakan tidak ada 

penyelesaian terhadap masalah tersebut dengan demikian dalil eksepsi ini tidak 

mempunyai dasar hukum sehingga patut untuk ditolak. 

 

C. Gugatan Tidak Jelas atau Kabur. 

Menimbang  bahwa yang dimaksud gugatan kabur (obscuur libel) dapat 

ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: 

 Posita tidak menjelaskan dasar hukum gugatan dan kejadian yang menjadi 

dasar gugatan. 

 Tidak jelas obyek yang disengketakan; 

 Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri 

sendiri; 

 Terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum; 

 Petitum tidak terinci, atau hanya ex aequo et bono; 
 

Menimbang  bahwa setelah Majelis Hakim setelah meneliti surat gugatan 

Penggugat, ternyata posita gugatan telah menjelaskan dasar hukum gugatan 

dan kejadian yang menjadi dasar gugatan, obyek yang disengketakan telah jelas 

tidak ada pertentangan antara posita dan petitum,serta petitum telah dirinci 

sehingga gugatan telah jelas serta tidak ada kekaburan didalamnya, dengan 

demikian eksepsi tentang gugatan kabur atau tidak jelas tersebut dinyatakan 

ditolak.  
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D Gugatan Error In Persona  

         Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat 

: Setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat yang intinya meminta 

ganti rugi atas polusi udara dan kebisingan suara yang ditimbulkan dari usaha 

berupa Bengkel Bemper BG Zan milik Tergugat I, dengan difasilitasi oleh 

Tergugat II. 

          Menimbang bahwa terhadap dalil Tergugat II mengenai eksepsi error in 

persona, Majelis Hakim berpendapat, adalah hak dari Penggugat untuk menarik 

siapa yang akan digugat  dan sejauh mana pertanggungjawaban dari para pihak 

tersebut adalah hal yang harus dibuktikan Penggugat dalam pokok perkara 

sehingga eksepsi ini haruslah pula untuk ditolak; 

           Menimbang  bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan hukum di atas maka eksepsi dari Tergugat I, dan Tergugat II  

haruslah ditolak seluruhnya; 

DALAM POKOK PERKARA 

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada 

pokoknya adalah mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang telah 

dilakukan Tergugat I dan Tergugat II. 

           Menimbang bahwa Penggugat menyatakan dalam dalil gugatannya  

usaha Tergugat I berupa Bengkel Bumper mobil yang telah menimbulkan polusi  

udara dan kebisingan bagi Pengggugat dan keluarganya.  

Menimbang bahwa terhadap usaha Tergugat I tersebut pernah diadakan 

mediasi antara Penggugat dan Tergugat I pada hari Kamis tanggal 16 Februari 

2023 tempat di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta telah dicapai beberapa 

kesepakatan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. 

Menimbang bahwa setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan yang disepakati 

ternyata Tergugat I belum memenuhi isi kesepakatan sehingga pada akhirnya 

Penggugat mengajukan gugatan a quo. 

Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya membenarkan atau 

setidaknya tidak membantah dalil gugatan sepanjang mengenai mediasi tetapi 

menolak dan membantah perihal telah tercapai kesepakatan dalam mediasi 

dikarenakan Tergugat I dalam bantahannya menyatakan telah beritikad baik 
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dalam menjalankan kegiatan tempat usaha berupa Bemper mobil BG Zan 

dengan menutup tempat usaha secara rapat berupa pagar besi agar 

pencemaran udara dan kebisingan suara yang dihasilkan oleh tempat usaha 

tidak sampai keluar ke pemukiman masyarakat. 

           Menimbang  bahwa setelah membaca dan mempelajari jawab jinawab 

antara Penggugat dengan Para Tergugat, oleh karena gugatan Penggugat 

disangkal kebenarannya oleh Para Tergugat, maka sesuai hukum pembuktian 

Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, namun demikian 

tidak menutup kemungkinan terhadap Para Tergugat dibebani pula untuk 

membuktikan dalil sangkalannya berdasarkan pembuktian berimbang sesuai 

pasal 163 HIR ;  
 

Menimbang  bahwa untuk membuktikan gugatatannya Penggugat telah 

mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 serta 2 (dua) orang 

saksi yaitu saksi Fendra Wibowo dan saksi Agung Wahyono yang keduanya 

memberikan keterangan dibawah sumpah; 

 

Menimbang  bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat I 

mengajukan bukti surat bertanda TI-1 sampai dengan TI-10 dan 2 (dua) orang 

saksi yaitu saksi Heri Nur Cahyono dan Irham Muslifat. 

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat II 

mengajukan bukti surat bertanda TII-1 sampai dengan TII-10 tetapi tidak 

menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya. 

            Menimbang  bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti surat 

yang diajukan oleh kedua belah pihak, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan 

oleh Majelis Hakim adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil 

yang menjadi pokok perselisihan perkara aquo, terhadap bukti yang tidak 

dipertimbangkan dianggap tidak relevan; 

                      Menimbang  bahwa setelah meneliti dan mencermati dalil yang diajukan  

Penggugat dan dalil bantahan dari Para Tergugat serta bukti yang diajukan maka 

yang menjadi persoalan pokok dalam perkara a quo adalah mengenai apakah 

Usaha Bengkel Bumper milik Tergugat I yang telah menimbulkan polusi udara 

dan kebisingan suara merupakan Perbuatan Melawan Hukum? 
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                          Menimbang  bahwa sebelum menjawab persoalan tersebut terlebih 

dahulu akan dipertimbangkan yang dimaksud dengan perbuatan melawan 

hukum 

Menimbang bahwa seperti yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH 

Perdata yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah :” Tiap 

perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, 

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk 

menggantikan kerugian tersebut ” 

Menimbang bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH 

Perdata mengandung 4 (empat) unsur yaitu : 

1. Adanya suatu perbuatan 

2. Perbuatan tersebut melawan hukum 

3. Adanya kesalahan 

4. Adanya kerugian 

5. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) kerugian terjadi sebagai akibat 

langsung dari perbuatan tersebut. 

Ad. 1 Adanya suatu perbuatan. 

          Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan disini adalah berupa 

tindakan baik itu aktif maupun pasif yang dilakukan para Tergugat yang 

melanggar hukum. 

Ad 2  Perbuatan tersebut melawan hukum 

           Menimbang bahwa yang dimaksud disini adalah perbuatan para Tergugat 

yang melanggar hukum dan merugikan orang lain   

Ad.3  Adanya kesalahan 

           Menimbang, bahwa disini yang dimaksud dengan kesalahan adalah 

kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh para Tergugat 

Ad.4  Adanya kerugian  

           Menimbang bahwa yang dimaksud dalam hal ini adalah timbulnya 

kerugian materiil maupun non materiil yang dialami oleh Penggugat.    

Ad.5 Hubungan kausal (sebab akibat) 

           Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kerugian adalah terjadi 

sebagai akibat langsung dari perbuatan  yang dilakukan para Tergugat tersebut.   
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            Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-10 bahwa antara 

Penggugat dan Tergugat I bertempat di Kantor  Tergugat II yaitu Dinas 

Lingkungan Hidup Kota Surakarta telah dilakukan mediasi sehubungan dengan 

Pencemaran kebisingan dan Polusi udara yang ditimbulkan oleh aktivitas 

pembuatan Bemper mobil BG Zan. milik Tergugat I. Dan dari bukti bertanda TI-7 

dan TI-10 berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan 

Pemantauan Lingkungan Hidup dan Laporan Hasil Pengukuran Kebisingan Insitu  

di lokasi Bengkel Bumper BG Zan milik Tergugat I serta bukti yang dihadirkan TII 

berupa TII-01, TII-02, TII-03, TII-04, TII-05,TII-06, TII-07, TII-08, TII-09 dan TII-

10,  

           Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-8, P-10 dan bukti 

bertanda TI-7 dan TI-10 serta TII-01, TII-02, TII-03, TII-04, TII-05,TII-06, TII-07, 

TII-08, TII-09 dan TII-10 serta keterangan saksi saksi bahwasanya pada akhirnya 

tidak tercapai mediasi/mediasi gagal.,kemudian Penggugat mengajukan Somasi 

(bukti bertanda P-9) kepada Tergugat I. 

           Menimbang  bahwa setelah mediasi gagal berdasarkan Somasi tersebut 

kemudian ,Tergugat II melakukan pengukuran kebisingan insitu dilokasi Bengkel 

Bumper milik Tergugat I. (bukti bertanda TII-9 dan TII-10) dengan hasil tidak ada 

polusi udara dan kebisingan suara dari Bengkel Bumper milik Tergugat I. 

         Menimbang  dari hasil pengujian yang dilakukan Tergugat II terhadap polusi 

udara dan kebisingan suara yang berasal dari usaha Bengkel Bumper milik 

Tergugat I dapat direndam apabila Bengkel Bumper Tergugat I dan rumah 

Penggugat masing masing dalam posisi tertutup rapat. 
          

Menimbang  bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis hakim 

berpendapat Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membuktikan bantahannya 

sehingga obyek sengketa berupa Bengkel Bumper milik Tergugat I yang 

menghasilkan polusi udara dan kebisingan suara telah menimbulkan kerugian 

bagi Penggugat. 
 

                                Menimbang  bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas 

maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga petitum 

gugatan akan dipertimbangkan satu demi satu; 
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Menimbang  bahwa terhadap petitum poin 2 sebagaimana dalam uraian 

pertimbangan mengenai polusi udara dan kebisingan suara telah dibenarkan dan 

tidak dibantah oleh Para Tergugat serta obyek Bengkel Bumper BG Zan milik 

Tergugat I telah dinyatakan sebagai Bengkel Bumper yang menghasilkan polusi 

udara dan kebisngan suara maka petitum poin 2 patut untuk dapat dikabulkan 

 

Menimbang  bahwa terhadap petitum poin 3 oleh karena Para Tergugat  

telah dinyatakan terbukti  melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga 

petitum poin 3 sepanjang mengenai usaha Penggugat tutup dan mengalami 

kerugian selama lebih dari 3 (tiga) tahun senilai Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh 

dua juta rupiah) patut untuk dikabulkan. 

Menimbang bahwa terhadap kerugian immateriil berupa biaya  

pengobatan dan perawatan terhadap cucu Penggugat sejumlah 

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan 

sebagai berikut  setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti bertanda P-14 dan 

P-15  tentang biaya pengobatan cucu Penggugat dan keterangan saksi  saksi 

dipersidangan Majelis Hakim berpendapat cucu Penggugat mengalami sakit 

depresi berat dan itu telah diderita cucu Penggugat sebelum Bengkel Bumper  

BG Zan milik Tergugat I beroperasi sehingga kerugian immateriil yang didalilkan 

Penggugat terhadap biaya tersebut dinyatakan ditolak. 

Menimbang  bahwa terhadap dalil Penggugat tentang kerugian immateriiil, 

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Bahwa dikarenakan kerugian 

immateriil yang diajukan Tergugat I tidak diperinci dengan jelas maka petitum 

mengenai hal tersebut patut untuk dinyatakan ditolak.  

           Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka 

petitum poin 3 dikabulkan sebagian. 

           Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka  

terhadap petitum poin 4 karena petitum poin 3 dikabulkan maka beralasan hukum 

untuk dikabulkan. 

           Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan petitum poin 2 yang 

menyatakan  bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan 

Hukum, maka beralasan hukum petitum poin 5 untuk dikabulkan 
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Menimbang  bahwa terhadap petitum poin 7 agar menyatakan putusan 

dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi 

oleh karena tidak ada alasan yang cukup maka petitum tersebut haruslah ditolak;                

Menimbang  bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan 

sebagian maka menolak selain dan selebihnya; 

DALAM REKONPENSI 

 Menimbang  bahwa Tergugat I, telah mengajukan gugatan Rekonpensi 

kepada Penggugat Konpensi, sehingga Tergugat Konpensi disebut juga sebagai 

Penggugat Rekonpensi, dan Penggugat Konpensi disebut juga Tergugat 

Rekonpensi; 

         Menimbang  bahwa pasal 132a HIR mendefinisikan Rekonpensi adalah 

gugatan yang diajukan Tergugat sebagai balasan terhadap gugatan yang 

diajukan Penggugat kepadanya. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan 

Negeri pada saat berlangsungnya proses pemeriksaan yang diajukan oleh 

Penggugat. Walaupun tidak terdapat pengaturan mengenai syarat harus adanya 

koneksitas antara gugatan Rekonpensi dengan gugatan Konpensi, ternyata 

dalam praktek gugatan Rekonpensi baru dianggap sah dan dapat diterima untuk 

diakumulasikan dalam gugatan Konpensi dengan syarat sebagai berikut: 

- Terdapat faktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian 

yang relevan antara gugatan Konpensi dan gugatan Rekonpensi; 

- Hubungan pertautan itu harus sangat erat, sehingga dapat dilakukan secara 

efektif dalam satu proses dan putusan; 
 

                        Menimbang  bahwa segala hal yang dipertimbangkan dalam Konpensi, 

secara mutatis mutandis dianggap pula telah dipertimbangkan dalam 

Rekonpensi ini, dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan; 

          Menimbang  bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatan Rekonpensi 

pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan 

perbuatan melawan hukum dikarenakan mengajukan pengaduan dan gugatan 

tanpa dasar fakta dan bukti hukum yang cukup, sebagaimana telah 

dipertimbangkan dalam perkara Konpensi dimana telah dinyatakan Para 

Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga pertimbangan 
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dalam  Konpensi diambil alih untuk mempertimbangkan Rekonpensi a quo maka 

gugatan Rekonpensi ini haruslah ditolak 

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : 

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ditolak maka 

Tergugat  I Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi  dibebani 

biaya perkara sebesar Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu 

rupiah). 

 

 Memperhatikan akan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan 

yang bersangkutan dengan perkara ini 

MENGADILI: 

    Dalam Konpensi 

Dalam Eksepsi 

-   Menolak Eksepsi Para Tergugat. 

Dalam Pokok Perkara 

 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 

 Menyatakan bahwa Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan 

Hukum 

 Menyatakan bahwa Para Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada 

Penggugat sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) 

 Menghukum Tergugat I untuk menutup usaha Bengkel Bumper BG Zan 

 Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya; 

 

Dalam Rekonpensi : 

 Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya; 

 Menghukum Tergugat  I Konpensi/Penggugat Rekonpensi dan Tergugat 

II Konpensi  membayar biaya sebesar Rp1.612.000,00 (satu juta enam 

ratus dua belas ribu rupiah). 

          Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026 , oleh Erna 

Indrawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fataroni S.H., M.H. dan Yamto 

Susena, S.H., M.H.,  masing-masing  sebagai Hakim  Anggota, yang ditunjuk  

berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua  Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 

263/Pdt.G/2025/PN Skt. Tanggal 03 November 2025, putusan tersebut  
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diucapkan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026  terbuka untuk 

umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, 

dihadiri oleh  Sugito, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri 

Penggugat, Tergugat I, dan  Tergugat II, dan telah dikirim secara elektronik 

melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga 

. 

          Hakim Anggota :                                               Hakim Ketua, 

               ttd 

                   ttd  

    

         Fataroni, S.H., M.H.                               Erna Indrawati, S.H., M.H. 

 

 ttd 

       Yamto Susena, S.H., M.H.                                       

                Panitera Pengganti, 

    ttd 

 
                  S u g i t o, S.H., M.H. 

Perincian Biaya : 

Pendaftaran                                       : Rp      30.000,00 
Biaya Proses                                 : Rp    125.000,00 
Biaya Pemeriksaan Setempat                                         : Rp 1.357.000,00 
Biaya Penggandaan Berkas                                            : Rp     24.000.00 
Panggilan                                              : Rp     56.000,00 
Meterai                                              : Rp     10.000,00  
Redaksi                                              : Rp      10.000,00 

Jumlah                                              : Rp1.612.000,00                    

                                                    (satu juta enam ratus  dua belas ribu rupiah) 

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surakarta
Panitera Tingkat Pertama 
Sutanto S.H., M.H. - 197301311992031002
Digital Signature
 
Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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